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Penelitian ini dilatar belakangi fenomena gaya hidup hedonis dan flexing
di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan publik karena
bertentangan dengan etika dan semangat kesederhanaan sebagai pelayan
masyarakat. Surat Edaran Menpan-RB No. 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup
Sederhana diterbitkan untuk menegaskan nilai tersebut, namun efektivitas
implementasinya belum diketahui secara menyeluruh.

Penelitian ini membahas mengenai rumusan masalah sebagai berikut: (1)
Bagaimana kedudukan Surat EdaranMenpan-RB No. 13/2014 tentang Gerakan
Hidup Sederhana di kalangan ASN di dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan? (2) Bagaimana implementasi Surat Edaran Menpan-RB No. 13/2014
tentang Gerakan Hidup Sederhana di kalangan ASN di Kabupaten Jombanag? (3)
Bagaimana pengawasan terhadap perilaku ASN di Kabupaten Jombang?.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk
mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai kedudukan Surat
Edaran Menpan-RB No. 13/2014 dalam konteks pembentukan peraturan
perundang-undangan.(2) Untuk mengkaji implementasi Surat Edaran Menpan-RB
No. 13/2014 di kalangan ASN di Kabupaten Jombang. (3)Untuk mengidentifikasi
dan menganalisis pengawasan terhadap perilaku ASN di Kabupaten Jombang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan
pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi dengan ASN di BKPSDM dan Inspektorat Kabupaten Jombang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kedudukan Surat Edaran
Menpan-RB No. 13/2014 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
adalah sebagai instrumen administratif yang memberikan arahan dan pedoman
kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerapkan prinsip hidup sederhana.
Meskipun bersifat soft law dan tidak mengikat secara yuridis formal, surat edaran
ini memiliki kekuatan normatif internal yang berfungsi sebagai kebijakan
administratif dan pedoman etika perilaku dikalangan ASN. (2) implementasi surat
edaran ini belum berjalan optimal. Meskipun ASN di Kabupaten Jombang
mengetahui keberadaan regulasi tersebut, pemahaman mereka terhadap isi dan
urgensinya masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai hidup sederhana
belum menjadi kesepakatan kolektif di kalangan ASN. (3) Pengawasan terhadap
pelaksanaan Gerakan Hidup Sederhana masih bersifat administratif dan pasif.
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Keterbatasan sumber daya pengawas dan kurangnya sanksi tegas membuat
pengawasan menjadi kurang efektif. Diperlukan reformulasi kebijakan menjadi
regulasi yang lebih kuat dan pendekatan pengawasan yang adaptif serta berbasis
teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perilaku ASN di

Kabupaten Jombang.
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This research is motivated by the phenomenon of hedonistic and flexing
lifestyles among the State Civil Apparatus (ASN) which is in the public spotlight
because it contradicts the ethics and spirit of simplicity as public servants.
Menpan-RB Circular Letter No. 13 of 2014 concerning the Simple Life
Movement was issued to emphasize this value, but the effectiveness of its
implementation is not yet known thoroughly.

The purpose of this study is to discuss the following problem
formulations: (1) What is the position of Circular No. 13/2014 on Simple Living
Movement among ASN in the Formation of Legislation? (2) How is the
implementation of Menpan-RB Circular Letter No. 13/2014 on Simple Living
Movement among ASN in Jombang Regency? (3) How is supervision of ASN
behavior in Jombang Regency?.

The objectives of this research are: (1) To find out and analyze in depth
the position of Menpan-RB Circular Letter No. 13/2014 in the context of the
formation of laws and regulations. (2) To examine the implementation of
Menpan-RB Circular Letter No. 13/2014 among ASNs in Jombang Regency. (3)
To identify and analyze supervision of ASN behavior in Jombang Regency.

The research method used is empirical juridical with a qualitative
approach. The research was conducted through interviews, observation, and
documentation with ASNs at BKPSDM and Inspectorate of Jombang Regency.

The results showed that: (1) The position of Menpan-RB Circular Letter
No. 13/2014 in the formation of laws and regulations is as an administrative
instrument that provides direction and guidance to the State Civil Apparatus
(ASN) to apply the principle of simple living. Although it is soft law and not
formally juridically binding, this circular letter has internal normative power that
functions as an administrative policy and guidelines for ethical behavior among
ASN.(2) The implementation of this circular letter has not been optimal. Although
ASNs in Jombang Regency are aware of the regulation, their understanding of its
content and urgency is still limited. This indicates that the value of simple living
has not yet become a collective agreement among ASNs. (3) Supervision of the
implementation of the Simple Living Movement is still administrative and
passive. Limited supervisory resources and lack of strict sanctions make
supervision less effective. Policy reformulation into stronger regulations and an
adaptive and technology-based supervisory approach are needed to increase the
effectiveness of supervision of ASN behavior in Jombang Regency.
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